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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana terjadinya 
perkara tindak pidana terhadap anak  dan 
bagaimana pemberlakuan ancaman sanksi 
pidana untuk mencegah terjadinya  tindak 
pidana terhadap anak. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah metode penelitian yuridis normatif 
dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. 
Terjadinya perkara tindak pidana terhadap 
anak apabila dengan sengaja melakukan 
tindakan diskriminasi, penelantaran dan 
membiarkan anak dalam situasi darurat, 
berhadapan dengan hukum, kelompok 
minoritas dan terisolasi, tereksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual, 
diperdagangkan, anak menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 
penculikan, korban perdagangan, atau 
korban kekerasan. Memperalat anak untuk 
kepentingan militer atau penyalahgunaan 
dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata kerusuhan sosial atau 
dalam peristiwa yang mengandung unsur 
kekerasan, pengangkatan anak yang 
bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 2.Pemberlakuan 
ancaman sanksi pidana baik pidana penjara 
maupun pidana denda baik terhadap 
perorangan maupun kelompok selain 
dimasudkan untuk memberikan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana 
terhadap anak  juga untuk memberikan 
efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain 
untuk tidak meniru perbuatan yang telah 
dikenakan hukuman.    
Kata kunci: Tindak Pidana, Anak. 
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PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Tindak pidana terhadap anak seperti 
melakukan, membiarkan dan melibatkan 
anak untuk kepentingan eksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual, 
diperdagangkan, anak menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, 
penculikan, perdagangan anak, kekerasan 
dan memperalat anak untuk kepentingan 
militer atau penyalahgunaan dalam 
kegiatan politik, sengketa bersenjata, 
kerusuhan sosial atau dalam peristiwa yang 
mengandung unsur kekerasan, merupakan 
perbuatan yang dapat diancam dengan 
sanksi pidana terhadap pelakunya. 
Anak adalah bagian yang tidak 
terpisahkan dari keberlangsungan hidup 
manusia dan keberlangsungan sebuah 
bangsa dan negara. Dalam konstitusi 
Indonesia, anak memiliki peran strategis 
yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 
menjamin hak setiap anak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta atas pelindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 
itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 
kelangsungan hidup umat manusia. 
Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti 
dengan membuat kebijakan pemerintah 
yang bertujuan melindungi Anak.3 
Anak perlu mendapat pelindungan dari 
dampak negatif perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi 
di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta perubahan gaya dan cara hidup 
sebagian orang tua yang telah membawa 
perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat 
berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 
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Anak. Penyimpangan tingkah laku atau 
perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh Anak, antara lain, 
disebabkan oleh faktor di luar diri Anak 
tersebut. Data Anak yang berhadapan 
dengan hukum dari Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan menunjukan bahwa 
tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif semakin meningkat.  
Prinsip pelindungan hukum terhadap 
Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-
Hak Anak (Convention on the Rights of the 
Child .sebagaimana telah diratifikasi oleh 
pemerintah Republik Indonesia dengan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 
tentang Pengesahan Convention on the 
Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-
Hak Anak). 
Undang-undang ini menegaskan bahwa 
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara 
merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara terus-menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak.  Rangkaian 
kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan 
terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik fisik, mental, 
spiritual maupun sosial. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk mewujudkan 
kehidupan terbaik bagi anak yang 
diharapkan sebagai penerus bangsa yang 
potensial, tangguh, memiliki nasionalisme 
yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai 
Pancasila, serta berkemauan keras menjaga 
kesatuan dan persatuan bangsa dan 
negara. Upaya perlindungan anak perlu 
dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak 
dari janin dalam kandungan sampai anak 
berumur 18 (delapan belas) tahun.  Bertitik 
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang 
utuh, menyeluruh, dan komprehensif, 
undang-undang ini meletakkan kewajiban 
memberikan perlindungan kepada anak 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 
a. nondiskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, 
dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
Dalam melakukan pembinaan, 
pengembangan dan perlindungan anak, 
perlu peran masyarakat, baik melalui 
lembaga perlindungan anak, lembaga 
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi kemasyarakatan, organisasi 
sosial, dunia usaha, media massa, atau 
lembaga pendidikan.  
 
B. RUMUSAN  MASALAH 
1. Bagaimanakah terjadinya perkara 
tindak pidana terhadap anak? 
2. Bagaimanakah pemberlakuan ancaman 
sanksi pidana untuk mencegah 
terjadinya  tindak pidana terhadap 
anak?   
 
E. METODE PENELITIAN 
Bahan-bahan hukum diperoleh melalui 
penelitian kepustakaan terdiri dari: 
peraturan perundang-undangan, buku-
buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan 
tertulis lainnya termasuk data-data dari 
media cetak dan elektronik serta kamus-
kamus hukum. Metode Penelitian yang 
digunakan yaitu metode penelitian hukum 
normatif dan Analisis hukum terhadap 
bahan-bahan hukum digunakan analisis 




A. PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP 
ANAK  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, mengatur 
mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat 
digolongkan sebagai perbuatan yang dapat 
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan 
oleh setiap orang maupun korporasi 
termasuk dalam Perkara tindak pidana 
terhadap anak.  Jenis-jenis perbuatan 
tersebut diatur dalam Pasal 77 sampai 
dengan Pasal 89 sebagai berikut: 




1.  Dengan sengaja melakukan tindakan  
diskriminasi terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami 
kerugian, baik materiil maupun moril 
sehingga menghambat fungsi sosialnya; 
atau  penelantaran terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami sakit 
atau penderitaan, baik fisik, mental, 
maupun sosial (Pasal 77); 
2. Mengetahui dan sengaja membiarkan 
anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak 
yang tereksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (napza), anak korban 
penculikan, anak korban perdagangan, 
atau anak korban kekerasan, padahal 
anak tersebut memerlukan pertolongan 
dan harus dibantu (Pasal 78); 
3. Melakukan pengangkatan anak yang 
bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Pasal 79); 
4. Melakukan kekejaman, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau penganiayaan 
terhadap anak dan apabila perbuatan 
tersebut menyebabkan anak luka berat, 
mati termasuk pula yang melakukan 
penganiayaan tersebut  orang tuanya 
(Pasal 80 ayat  1, 2, 3 dan 4); 
5. Dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain  atau 
melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain (Pasal 81 ayat 1, 
2); 
6. Dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82); 
7. Memperdagangkan, menjual, atau 
menculik anak untuk diri sendiri atau 
untuk dijual (Pasal 83); 
8. Secara melawan hukum melakukan 
transplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh anak untuk pihak lain dengan 
maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain (Pasal 84);  
9. Melakukan jual beli organ tubuh 
dan/atau jaringan tubuh anak dan 
secara melawan hukum melakukan 
pengambilan organ tubuh dan/atau 
jaringan tubuh anak tanpa 
memperhatikan kesehatan anak, atau 
penelitian kesehatan yang 
menggunakan anak sebagai objek 
penelitian tanpa seizin orang tua atau 
tidak mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak (Pasal 85 ayat 1 dan 
2); 
9. Dengan sengaja menggunakan tipu 
muslihat, rangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk memilih agama 
lain bukan atas kemauannya sendiri, 
padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa anak tersebut belum berakal dan 
belum bertanggung jawab sesuai 
dengan agama yang dianutnya (Pasal 
88); 
10. Secara melawan hukum merekrut atau 
memperalat anak untuk kepentingan 
militer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam 
kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata atau pelibatan 
dalam kerusuhan sosial atau pelibatan 
dalam peristiwa yang mengandung 
unsur kekerasan atau pelibatan dalam 
peperangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 (Pasal 87); 
11. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual 
anak dengan maksud untuk 




menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain (Pasal 80); 
12. Dengan sengaja menempatkan, 
membiarkan, melibatkan, menyuruh 
melibatkan anak dalam 
penyalahgunaan, produksi atau 
distribusi narkotika dan/atau 
psikotropika atau melibatkan anak 
dalam penyalahgunaan, produksi, atau 
distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya 
(Pasal 89 ayat 1 dan 2).  
 
B. ANCAMAN SANKSI PIDANA UNTUK 
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK 
PIDANA TERHADAP ANAK 
Masalah penegakan hukum sebenarnya 
terletak pada faktor-faktor yang mungkin 
dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor 
tersebut mempunyai arti yang sentral. 
Faktor-faktor itu antara lain sebagai 
berikut:4 
a. Faktor hukumnya; 
b. Faktor penegak hukumnya; 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum; 
d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan 
tempat hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
Apabila masyarakat dapat hidup damai, 
tenteram dan aman maka kehidupan 
mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. 
Mengatur kehidupan masyarakat perlu 
kaidah-kaidah yang mengikat setiap 
anggota masyarakat agar tidak terjadi 
kejahatan dan pelanggaran terhadap 
ketertiban umum. Dalam hal ini hukum 
pidana sangat besar artinya bagi kehidupan 
masyarakat, sebab hukum pidana adalah: 
hukum yang mengatur tentang kejahatan 
dan pelanggaran terhadap kepentingan 
umum dan perbuatan tersebut diancam 
                                                             
4 Soekanto, S, 2002, Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo 
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dengan pidana yang merupakan suatu 
penderitaan.5  
Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui 
dasar pembenaran adanya hukum atau 
penjahan pidana. Dasar pembenaran 
penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu 
sebagai berikut: 
1. Teori Absolut 
 Menurut teori absolut tujuan dari 
pemidanaan terletak pada hukum pidana 
itu sendiri, “…barang siapa yang 
dilakukan suatu perbuatan pidana, harus 
dijatuhkan hukum pidana….” Teori ini 
desebut juga teori pembalasan, karena 
bersifat pembalasan (vergelding). 
Hukum dijatuhkan karena ada dosa. 
2. Teori relatif 
Menurut teori relatif, tujuan 
pemidanaan adalah untuk : 
a. Mencegah;  
b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain 
tidak melakukan kejahatan; 
c. Memperbaiki orang yang melakukan 
tidak pidana; 
d. Memberikan perlindungan kepada 
masyarakat terhadap kejahatan; 
 Teori ini disebut juga teori tujuan, 
karena menitikberatkan pada tujuan 
hukuman. Ancaman hukuman perlu 
supaya manusia tidak melanggar. 
3.  Teori gabungan. 
 Menurut teori gabungan, yang 
merupakan kombinasi  antara teori 
absolut dan teori relatif, tujuan 
penjatuhan pidana karena orang 
tersebut melakukan kejahatan dan agar 
ia tidak melakukan kejahatan lagi.6 
Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau 
suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau 
organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.7 
Pidana: “penderitaan yang sengaja 
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dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu”. 8  Sanksi, sanctie, yaitu akibat 
hukum bagi pelanggar ketentuan undang-
undang. Ada sanksi administrasi, ada sanki 
perdata dan ada sanksi pidana. 9  Sanksi 
pidana, strafsanctie, yaitu akibat hukum 
terhadap pelanggaran ketentuan pidana 
yang berupa pidana dan/atau tindakan.10 
Pidana (Straf): hukuman yang dijatuhkan 
terhadap orang yang terbukti bersalah 
melakukan delik berdasarkan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap.11 
Beberapa sarjana hukum 
mengemukakan tentang tujuan hukum 
pidana, ialah: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan 
sampai melakukan kejahatan, baik 
dengan menakut-nakuti orang banyak 
(generale preventie), maupun secara 
menakut-nakuti orang tertentu yang 
sudah menjalankan kejahatan, agar 
dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki 
orang-orang yang suka melakukan 
kejahatan agar menjadi orang yang baik 
tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi 
masyarakat; 
c. Untuk mencegah dilakukannya tindak 
pidana demi pengayoman negara, 
masyarakat dan penduduk, yakni: 
1) Untuk membimbing agar terpidana 
insaf dan menjadi anggota 
masyarakat yang berbudi baik dan 
berguna; 
2) Untuk menghilangkan noda-noda 
yang diakibatkan oleh tindak 
pidana.12 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, mengatur 
mengenai pemberlakuan sanksi pidana 
terhada jenis-jenis perbuatan yang 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
terhadap anak sebagai berikut: 
1.  Pasal 77: Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan tindakan:    
a. diskriminasi terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami 
kerugian, baik materiil maupun 
moril sehingga menghambat fungsi 
sosialnya; atau  
b. penelantaran terhadap anak yang 
mengakibatkan anak mengalami 
sakit atau penderitaan, baik fisik, 
mental, maupun sosial,    
c. dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).    
2. Pasal 78: Setiap orang yang 
mengetahui dan sengaja membiarkan 
anak dalam situasi darurat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 
anak yang berhadapan dengan hukum, 
anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang tereksploitasi 
secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, anak korban perdagangan, 
atau anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
padahal anak tersebut memerlukan 
pertolongan dan harus dibantu, 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama   5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
3. Pasal 79: Setiap orang yang melakukan 
pengangkatan anak yang bertentangan 
dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat 




(2), dan ayat (4), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah).    
4. Pasal 80 ayat:  
(1) Setiap orang yang melakukan 
kekejaman, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau 
penganiayaan terhadap anak, 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) 
bulan dan/atau denda paling 
banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh 
puluh dua juta rupiah).   
(2) Dalam hal anak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) luka 
berat, maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).    
(3) Dalam hal anak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) mati, 
maka pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).    
(4) Pidana ditambah sepertiga dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut orang 
tuanya. 
5. Pasal 81 ayat:   
(1)  Setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat  3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah). 
(2)  Ketentuan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang 
lain.   
6. Pasal 82: Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah).    
7. Pasal 83: Setiap orang yang 
memperdagangkan, menjual, atau 
menculik anak untuk diri sendiri atau 
untuk dijual, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah).    
8. Pasal 84: Setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan 
transplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh anak untuk pihak lain dengan 
maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).    
9. Pasal 85 ayat:   




(1) Setiap orang yang melakukan jual 
beli organ tubuh dan/atau jaringan 
tubuh anak dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan pengambilan 
organ tubuh dan/atau jaringan 
tubuh anak tanpa memperhatikan 
kesehatan anak, atau penelitian 
kesehatan yang menggunakan 
anak sebagai objek penelitian 
tanpa seizin orang tua atau tidak 
mengutamakan kepentingan yang 
terbaik bagi anak, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama  10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).    
10.  Pasal 86: Setiap orang yang dengan 
sengaja menggunakan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk memilih agama 
lain bukan atas kemauannya sendiri, 
padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa anak tersebut belum berakal 
dan belum bertanggung jawab sesuai 
dengan agama yang dianutnya 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).    
11. Pasal 87: Setiap orang yang secara 
melawan hukum merekrut atau 
memperalat anak untuk kepentingan 
militer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam 
kegiatan politik atau pelibatan dalam 
sengketa bersenjata atau pelibatan 
dalam kerusuhan sosial atau pelibatan 
dalam peristiwa yang mengandung 
unsur kekerasan atau pelibatan dalam 
peperangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).    
12. Pasal 88: Setiap orang yang 
mengeksploitasi ekonomi atau seksual 
anak dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 
200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).    
13. Pasal 89 ayat:  
(1)  Setiap orang yang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan 
anak dalam penyalahgunaan, 
produksi atau distribusi narkotika 
dan/atau psikotropika dipidana 
dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan  pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun  dan 
denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).    
(2)  Setiap orang yang dengan sengaja 
menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan 
anak dalam penyalahgunaan, 
produksi, atau distribusi alkohol 
dan zat adiktif lainnya dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan paling 
singkat 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan denda 
paling sedikit Rp 20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah).    
14. Pasal 90 ayat:   
(1)  Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 
80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, 
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 




87, Pasal 88, dan Pasal 89 
dilakukan oleh korporasi, maka 
pidana dapat dijatuhkan kepada 
pengurus dan/atau korporasinya.    
(2)  Pidana yang dijatuhkan kepada 
korporasi hanya pidana denda 
dengan ketentuan pidana denda 
yang dijatuhkan ditambah 1/3 
(sepertiga) pidana denda masing-
masing sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1).    
Ancaman sanksi pidana terhadap 
perorangan maupun kelompok dimasudkan 
untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
terhadap anak dan memberikan efek jera 
bagi pelakunya dan bagi pihak lain untuk 
tidak meniru perbuatan yang sama. 
Ancaman pidana merupakan bagian dari 
upaya penegakan hukum dan hak asasi 
manusia untuk memberikan perlindungan 
yang memadai terhadap anak dari segala 
bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual 
maupun penelantaran termasuk jenis-jenis 
perbuatan lainnya, mengingat anak 
termasuk kelompok yang sangat  rentan 
mengalami berbagai perlakuan yang dapat 
merugikan dan menghambat pertumbuhan 
dan perkembangan kehidupannya.     
Peningkatan kerjasama antara orang tua, 
masyarakat dan pemerintah secara 
bertanggung jawab untuk menjaga, 
memelihara dan mengawasi pertumbuhan 
dan perkembangan anak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku. 
Penyelenggaraan perlindungan anak, oleh 
pemerintah dan masyarakat merupakan 
raangkaian kegiatan yang berkelanjutan 
dan terarah guna menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan anak, baik fisik, mental, 




1. Terjadinya perkara tindak pidana 
terhadap anak apabila dengan sengaja 
melakukan tindakan diskriminasi, 
penelantaran dan membiarkan anak 
dalam situasi darurat, berhadapan 
dengan hukum, kelompok minoritas dan 
terisolasi, tereksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual, diperdagangkan, anak 
menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), penculikan, 
korban perdagangan, atau korban 
kekerasan. Memperalat anak untuk 
kepentingan militer atau 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik 
atau pelibatan dalam sengketa 
bersenjata kerusuhan sosial atau dalam 
peristiwa yang mengandung unsur 
kekerasan, pengangkatan anak yang 
bertentangan dengan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.  
2. Pemberlakuan ancaman sanksi pidana 
baik pidana penjara maupun pidana 
denda baik terhadap perorangan 
maupun kelompok selain dimasudkan 
untuk memberikan untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana terhadap anak  
juga untuk memberikan efek jera bagi 
pelakunya dan bagi pihak lain untuk 
tidak meniru perbuatan yang telah 
dikenakan hukuman.   
  
B. SARAN 
1. Terjadinya perkara tindak pidana 
terhadap anak dapat dicegah  melalui 
peningkatan kerjasama antara orang tua, 
masyarakat dan pemerintah secara 
bertanggung jawab untuk menjaga dan 
memelihara sesuai dengan kewajiban 
yang dibebankan oleh hukum. Demikian 
pula dalam rangka penyelenggaraan 
perlindungan anak, negara dan 
pemerintah bertanggung jawab 
menyediakan fasilitas dan aksesibilitas 
bagi anak, terutama dalam menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya 
secara optimal dan terarah. Rangkaian 
kegiatan tersebut harus berkelanjutan 
dan terarah guna menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan anak, 




baik fisik, mental, spiritual maupun 
sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk 
mewujudkan kehidupan terbaik bagi 
anak.  
2. Pemberlakuan ancaman sanksi pidana 
untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana terhadap anak memerlukan 
perhatian dari aparat hukum dalam 
menjalankan proses peradilan untuk 
memberlakukan pidana penjara paling 
lama dan pidana denda paling banyak 
sesuai unsur-unsur tindak pidana yang 
telah terbukti di pengadilan berdasarkan 
ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku agar tujuan  memberikan efek  
jera dapat tercapai.   
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